PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Sultnan

Menimbang -

Mengingal

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI FENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORD,
hahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah

dibidang Retibusi Daerahdi Kabupaten Bojonegoro perlu dilakukan
penyesuaian;

. bablwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana huwul a diatas,

Relribusi Pengganlian Biaya Celak Peta perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah

Undang-Undang MNomor 12 Tahun 1950 tentany Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Megara Tahun 1981 Momor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang Pembeniukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 4381},

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang MNomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Megara Tahun 2008 Momor 58, Tambahan
LLembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4844 );

Undang-Undang Momor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
{Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran
Megara Momor 4725);

Peraturan Pemeriniah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Kelelitian Peta Unluk Penataan Huang Wilayah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);

FPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolasn
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Momor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),

Peraluran Pemerintah Momor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
FPembinaan dan Pengawasan Penyelenggarzan Pemerintahan
Daarah (Lembaran Negara Tahun 2005 Momior 165, Tambahan
Lembaran Negara Momor 4583);



"

9. Peraluran Pemerintah Momor 68 Tahun 2010 tenlang Pemberan dan
Pemanfaatan Insenlif Pemunguizn Pajgk Daerah dan Relribus
Dasrab {Lembaran Negara Tahon 2040 Momor 119 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5161)

10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahuan 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,

11 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menlar Dalam Neger Nomor 59 Tahun 2007 |

12 Peraluran Dasrab Kabupalen Ropneagoro Nomor 2 Tahon 1988
tentang Penyidik Pegawai Negen Sipl di Lingkungan Pemernntan
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahum 1288 Nomor 2 Seri (G,

13 Peraturan Daerah Kabupalen Boonegoro Momor 7 Tahun 2008
entang Crgansas Dan Tate Kena Dnas Kabupalen Bojonegoro
{Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomer 5).

Dengan Perselujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROJONEGORO
dan 3
BUPAT| BOJONEGORD .

MEMUTUSHAR:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUFPATEN BOJONEGORO TENTANG
RETRIBUSI CETAK PETA

BAB |
HETENTUAN UMUM

Pasal 1

aiam Peraturan Daerah i yang dimdksud dengan
I Userah adalah Kabupalen Bojonegoro,

Fud

[

Pemenndab Kabupaten adatah Pemenntah Kabupaten Bojonegoo

Kepala Dasrah adalah Bupab Bojonegoro,

= =

kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro:

mn

5. Peta adalah gambaran dan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang
beerada chatas maupun dibawah permukaan burm vang digambarkan pada sualu
tndang datar dengan skala tertentu

fit

Peta folo adalah pela yang pembualarmya berasal dan hasil pemotretan atau
pencitraan satedil

7 Pela dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unswur alam dan atau buatan
manusta, yang berada di parmukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang daiar
dengan skala, panomoran, proyeksi dan georalarens: ladenly,

8  Pota tematik adalah pela yang menyediakan data dan miormas temalik,
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Cianbar Kanstrks adalah zalah salu jenig petd tematik yang dipargunakan sebaga
kelepngkapan dokunmen proses pengadaan baraog dan jEsa miik Pemerintab Daerah
Kabupaten Bojonagoro,

Peta teknis adatah pela yang menggambarkan kondist lekmis obyek terteniu:

Retnbuisi Pengganti Biaya Cetak Peta adalah retnbusi terhadap jasa vang
disediakan alau dibenkan pemenniah kabupaten untuk Wwuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapal dinikmati oleh orang pnbadi atau badan,

£ Rolrbusi Celak Pela yang selamulnys disebul retribusi adalah retribusi yang harus

thvayar kepada Pamenntah Kabupatan oleih orang pnbadi atau badan  yany
mandapal pelayanan atau pengoantian biaya celak peta

Badan adalah sualu badan usaha yang mehpull perseroan lerbalas, perseroan
honnandiber, porseron lainnya, badan usaha b niegara atau daerah dengan naima
dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan
oy organissst smenis lembage dana pensan, benfuk usaha tetap serla bentuk
Dadan ussha innya,

Vit Ratribust adalah orang pribadi atay  badan  yang menurut  peraluran
palundang-undangan ratnbus diwvajibkan untuk melakukan pembayaan ieinibus)

Sural Pendaflaran Relrbusi Daerah yang selanulnyga disingkal SPRD adalab sural
yang digunakan okeh Wapb Reinbusi untuk meiaporkan data Obyek Retribos oan
Wagb Reiribust sebagai dasar penghdungan dan pembayaran retnbusi yang
tertuang menunut peraluran perundang-undangan retnbusi daerph,

Sural Ketetapan Retribusi Daerah yang selanulnya disingkift SKRD adalah surat
kelelapan relnbus yang mensentukan  besarmya jumlah pokok retribusi  yang
terutang,

Sural Setoran Helrnibust Daerah yang selanjuliys disingkal SSRD adalah bukl
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formuly atau telah dilakukon dengan cara lon ke kas doersh melalui tempat
pembayaran yang dilunjuk oleh Bupati,

Surat faghan Retnbusi Daerzh yang selanjuinya disinghat "STRD adalah surad
untuk metakukan lagihan retnbus dan alau sanksi admirstratif berupa bunga dan
dlaw denda,

Sural Keletapan Relnbust Daerah Lebwh Bavar. yang selanuinya disingkal
SKROLB, adalah sural keletapan relnbust yang menentukan  jumiah  kelebihan
pambayaran retnbuse  karena  jumiah  keedit  retnbusi  lebsh besar danpada
iainbusl yang terutang alau seharusnya lidak terulang.’

Pamankszasn adalah serangkaian kegialan menglsmpun dan mengolah dala
kelerangan  danfatau bukli yang diaksanakan secara obyokl!l dan  professonal
berdasarkan suatu standar pemenksaan untuk mengup kepaluhan pemenuhan
kewajiban retnbus dalam rangka metaksanakan kelenluan peraturan perundang-
undangan relnbus daarah

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi edalah serangkaian tindskan yang
dilakukan cleh Penyidih  unluk mencan serla mengumpulkan bukli yang dengan
bukli tu membual terang tindak pidana di bidang retnbusi yang lerjadi  serta
menmmukan lersangkanya
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BAB Il
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUS!

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Celak Pela dipupgul retnbusi penggantan
biays celak pela

FPasal 3

¢t Obyek Retrbusi Penggantian Biaya Cetak Pela adalah penyediaan pola yang
dibiiai oleh Pemenmiah Dasrah

1) Dbyek Retnbus dalam Peraturan Daerah ini maipuis

a  Pelayanan lerhadap pembenan dala dalam benluk pela yang dikeluarkan oleh
Pemarntah Daerah;

b Pefayanan ierhadap pembenan dala dalam  benluk Gambar HKonstruks
dikenpkan kepada penyedia barang dan jasa yang telah ditetapkan sebagai
pemenand ielang Pengadaan Sarang dan jasa

Pasal 4

Subyek Ratribus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cata
ijatam bentuk pata dan gambar kontruksi.

BAB NI
GOLOMNGAN RETRIBUSI

Pasai §

i Cedak Pela dgoivogian sebaga Reiobus Jase Umnuam

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Masar panganaan retribosi fditentukan dan dihitung bardasarkan
1 Jemis peta.

J Beniuk petafdigial;

3 Ukuran pets

a4 pitar kontrak
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BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
NAN PESARNYA TARIF

Pasal 7
Unnsip dan sasaran dalam penelapan struklur dan besamya {anf retrnbusi didasarkan

pada  tap mendapatkan  gmbalan sebagal  ponggant  biaya  pencetakan  dan
pengadmimistrasian

BAB VI
BESARNYA TARIF RETRIBUS)

Pasal B

Besar land relribusi untuk pelayanan lerhadap pembenan data dalam benfuk peta
dielankan sebagal benkul

Bledqitui
N e Cotak [huran) :
_ | O T w1 e s T .
| Fela Fow S0000 | J00000- | 250000, | 125000 | 50000, | 25000,

7 MelaDasa | 400000 380000- | 250000, 125000, 50000 | 25000

3| Peta lematik SOELOED, Jo0.000,- 250000, T2E000-  S0.000- | 25000,

|
|
i
{
{

4 | PoiaTekmis | 300000 | 400000 | 250000 125000 | 50000, | 25000,

Pasal 9

Desar tlanf elibusi uniuk pelayanan terhadap Gambar Konstruksi ditetapkan sebaga
b il

8 Unluk pilal kontrak sampar dengan Rp. 200.000.000, - {Dua rafus jula rupiah) tand
retrbus: ditentukan sebesar 1 parmil (Salu per senbu)

b Uniik mital kontrax i atas Rp 200 000 600 - {(Dua ratus jula rupiah), sampai dengan
R 1 000 000 000 - (Satu milvar rupiah), tanf retnbeesi ditentukan sebesar 1.5 Parmil
{satu setengah parseribu).

]

Untuk nitai konirak di atas Bp 1 020,000 000,- {Satu milyar rupiah), sampai dengan
K 2 500 000000 - (Dua milyar ma ralus jula rupah), lant reldbust ditentukan
sebesar 2 penmil (LDua parsentu)

d  Untuk milai kontrak di atas Rp 2 500 000.000,.- (Dua milyar hma ratus jula rupiai),
sampar dengan Rp 10,000 000 000~ (Sepuluh milyar rupiah), tanf retnbusi
dilenluran sebesar 3 permil (Tiga persenbu)

¢ Unhik nilal kontrok di atas Rp 10000000000, {Sepuluh milyar rupiah), tanf
retribust ditentukan sebesar 4 permil (Empatl perseribu)



BAB VI
TATA CARA PENGHITUINGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Bosamya Hetnbusi yang terutang ditmung berdasarkan perkalian antara tingkat
peEngagunaEn jass dengan tant Retnbus

BAB Vi
WILAY AH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wiiayuls purunguian redeiasss pdaion wolayah Daerais

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(!l Retrbust dipung! dengan manggunakan SKRD
71 Tata cara pelaksanaan pemongolan relnbust diatior isbib langol denpan Perabiran
Hepala Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRAS!

Pasal 13

Dalam hal Wapb Retobisi lerdeniu hdak membaya: tepal pada waklunya alau kurang
miginihaysi dikenakan sanksi adimimsiias: berupa bunga 2% (dua persen) selap buian
dan lnbus yang lerulang yang hdak alau kwang dibayar din ditagih dengan
manggunakan Surat Tagihan Retribus Daarah i

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Ui} Pembayaan einbast Pengganian Blays Ceiok Peia diakukan o Rekening Bas
Umum Daerah yang disetor paling lambat 7 x 24 (tupuh kal dua puluh empat) jam
Aty dalam wakiu penyedia gasa lelah diteispkan sabaga pemenang dalam
pangadasn baranaljasa

12} Pembayaran sebagasmana dimaksud pada ayal {1} diakukan sacara lunaifiunas



BAB X|
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

(14 Surat Teguran sebages awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan
# {tuguh) han seqak saat @atuh lempo pembayarn

12) Dalam jangka waklu 7 (tujub) han sejak langgal Sural Teguran disampakan kepada
Fiaph Retnbus, Wapb Retnbus: haous meiunas reinbus yang leiulang

{3} Apaiila dalam jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayatl (2) wapb relnbus
Belum malunasi refribusi yang terutang maka diterbitkan STRD.

4} Sural Tegwan dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilerbdkan oleh
Hepata Dasrah alpu Pembal yang ddunuk

BAEB X .
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

11 Kepesin Dowoah doped memibesssn pengurangan. kesrganan dan pembebasan
relrbuss

(21 Pengurangan, kennganan dan pembebasan sebagamana dimaksud pada ayat (1)
diberkan dengan mempartimbangkan kemampuan Wajt Retrbusi

(3) Tota carg ponguorangan, kenngaoan dan pembebasan reloabos ditelaphan oleh
Kepala Daerah

BAB Xl
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

{45 Hak untuk malakukan panagiban Retnbusi manad kedaluwarsa selelah melampa
wakiu 3 (hga) tabhun lediiung sejak saal lerotangnya Retnbusi. kecoah jika Wapb
Retnbusi melakukan indak pidana di lndang Reliibuosd

(2} Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
jikia
z ditersikan Sural Teguran: atau
b, ada pengakuan ulang Retnbus: dan Wayib Relnbusi, baik langsung maupun lidak
iangsung
31 Daiam hal diterbilkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf a
“edainwarsa penagihan diitung sejak tanggel diernmanya Sural Teguran lersebul

i4) Pengakuan utang Retrbusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurul b adalah Wapb  Retnbusi  dengan  kesadarannya  menyalakian  masih
mampunyal utang Retnbusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah

(5) Pengakuan utang Relnbusi secara lidak langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) huryt b dapat dikelahui dan pengajean permohonan angsuran atau
penundasn pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi



Pasal 18

Pustang retnbust yvang tdak mungkin dilagih 1ag karena hak unluk  melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dinapuskan

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

1 sl oy siaksangren pornangulban Relobos dapat dibwen wesenbl slas dasa
peEmcapaian kinena lenentu

(<1 Pembenan nsenif sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan melaiw
Angaaran Pendapatan dan Belanja Daarah

{3 Tala carp pembenan dan pemanfaatan msentl sehanmmana .dimnhgud padn ayal
{1} chaatur dengan Pecaturan Kepala Daorah

BAB X1V
PENGAWASAN

Pasal 20

repaia Daerah ik pagabal anluk melakukan pengawasan eiadop peliksanaon
Peraturan Daerab wu

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

[y Walih Reliibus) yang tidak medakokan kewnjiban sehingoa menigikan Keangan
daerah dancam pdana kurungan paling lama 3 (hga) bulan atau pdana denda
paling banyak 3 (hga) kal jumiah Relribusi lerulang yang lidak alau kurang bayar

12} Denda sabagamana dimaksud dalam ayul (1) meiupakan penenmaan Negara

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

i Pepbol Pegowa Negen Sl leleolu dv ingkongan Peaeoniah Dawah diben
wewanany khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pdana di
trdang perpajakan Daedab dan Retnbusi, sebagaimana dimsksud dalam Undang
Undang Hukum Acara Pidana



T

l«; Peryidik sebagammana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawal negen sipil
lertenty ot hngkungan Pemeriniah Daerah vang diangkat oleh pejabal vang
heraanang seaoa dengan katantuan paraturan penindangundanoan

{3} Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah.

a

=)

n

i4

menenma, mencan, mengumpulkan, dan menelii keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
agar keterangan atau laporan fersebul meniad: iebih lengkap dan jalas,

menelill, mencan, dan mengumpulkan kelerangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan linrdak
midana perpajakan Daerah dan Relrnbusi,

meminta keterangan dan bahan bukb dan orang pnbadi atau Badan sehubungan
dengan indak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retnbus:,

memeariksa buky, calatan dan dokumen lain bertkenaan dengan lirdak pidana d
bidang perpajakan Dasrah dan Retribusi;

mefakukan penggeladahan  untuk mendapatkan bahan bukt  pembukoan
pencatatan, dan dokumen kun. serta melal.okan panyitaan terhadap bahan bukhb
feraen

meminta bantuan lenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daasrah dan Relnbus,

menyuruh berhents danialan melarang seseorang memnggalkan ruangan atpu
lempat pada szal pemerksaan sedang bedangsung dan memenksa identitas
orang, benda, danfatau dokumen yang dibawa

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah
dan Refribusi;

memanggd  grang unfuk  didengar kelerangannya dan dipenksa sebaga
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/alau

melakukan lindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Relnbus sesvai dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan

Penyidik sebagawmana dimaksud pada ayat (1) memberntahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya Kepada Penuntul Umum
melalul Penyidik  pejabal Pohisi Negara Republik Indonesia, sesuai  dengan
hedentuan yang diatur dalam Undang-Undang Holkom Acara Pidana

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23 )

Uengan pedakunys Peraiuwan Deerain ini maka Poraioan Daeah Momor 18 Tabun
2001 tentang Retnbus: Lzin Penggant Biaya Cetak Peta dinyatakan lidak berlaku lage
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Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran Daerah
inl, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Nopember 2010

BUPATI BOJONEGORO,

tid.
HSUYOTO
Dwndangkan o Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORD
td

Dra, SOEHADI MOELJONO MM
Pambina Utama Muda

NIF. 19600131 198603 1 008
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinyn
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGOHROD

Pembma Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008
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Paaal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini, dengan penempatannya dalam |embaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditelapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Nopember 2010

BUPATI BOJONEGORO,

itd.

HSUYOTO
Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORD
el

Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORCO TAHUN 2010 NOMOR 17.

Salinan sesuail dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORD

-
w—_— T

Pambina Ulama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008



